



BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
      Perdagangan telah menjadi kegiatan sehari-hari dalam kehidupan 
bermasyarakat, bahkan tidak sedikit menjadi kebutuhan masyarakat yang 
pemenuhan hidupnya melalui kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan 
perdagangan, munculah beberapa perjanjian, yang salah satunya yaitu 
perjanjian kredit. Perjanjian kredit bisa terjadi karena adanya keinginan 
pembeli yang ingin membeli sesuatu namun pembeli tidak memiliki cukup 
uang untuk membayar barang yang diinginkan, di lain sisi penjual juga 
ingin dagangannya laku dengan dibeli oleh pembeli, alhasil penjual tetap 
menjual dagangannya kepada pembeli dengan syarat pembeli wajib 
membayar sisa atau kekurangan pembayaran sesuai harga barang tersebut 
dengan cara mengangsur. 
      Adanya kegiatan perdagangan yang dapat dilakukan dengan perjanjian 
kredit memberi solusi kepada para pembeli yang ingin membeli sesuatu 
namun tidak memiliki cukup uang untuk membayar barang yang 
dibutuhkan. Hal ini juga berarti suatu barang dan hak milik atas suatu  
barang tersebut secara langsung dapat diterima dan dimiliki oleh pembeli, 
meskipun belum membayar barang tersebut secara lunas. Pada saat 
dilakukannya pembayaran pertama, akan terjadi dua peristiwa secara 
bersamaan, yaitu barang beralih ke tangan pembeli dan kepemilikan atas 





      Perjanjian kredit di Indonesia berkembang sangat pesat. Hal ini 
dikarenakan kebutuhan masyarakat meningkat, juga pertumbuhan 
penduduk di Indonesia yang semakin tinggi, namun tingkat ekonominya 
rendah. Di era modern seperti saat ini kebutuhan transportasi menjadi salah 
satu hal yang paling banyak diminati masyarakat. Maka tak sedikit 
masyarakat yang mengajukan kredit pinjaman untuk memperoleh alat 
transportasi yang diinginkan.  
      Adanya situasi yang demikian membuat perusahaan yang bergerak di 
bidang perkreditan mampu berkembang sangat pesat di wilayah Indonesia. 
Tetapi, banyak masyarakat yang merasa ada ketidaksesuaian antara dana 
yang ditawarkan oleh perusahaan konvensional dengan permintaan dana, 
sehingga masyarakat merasa dirugikan. Salah satu lembaga yang dirasa 
sudah sesuai dalam melakukan penawaran dana dengan permintaan dana 
yakni bank. Namun, ternyata bank saja masih kurang dalam 
penanggulangan dana yang diperlukan masyarakat, sehingga terbentuklah 
berbagai lembaga baru non bank yang telah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. 
      Indonesia termasuk negara yang belum terlalu lama apabila 
dibandingkan berbagai negara maju dalam pengembangan industri 
pembiayaan (multi finance). Menurut berbagai sumber informasi, industri 
pembiayaan di Indonesia baru berkembang tahun 1974. Diawali dari 
lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) dari tiga menteri, yakni Menteri 
Perdagangan, Menteri Keuangan, serta Menteri Perindustrian. Pada tahun 





berubah nama menjadi PT (Persero) PANN Multi Finance. Melalui 
Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988, dilanjutkan oleh SK Menteri 
Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, bisnis pembiayaan terbuka luas dapat 




      Lembaga tersebut menjadi sumber pembiayaan dengan jangka waktu 
menengah dan panjang, begitu juga dengan leasing yang memperkenalkan 
metode baru untuk memperoleh barang modal, yakni dengan pembayaran 
setiap bulan maupun tiga bulan kepada perusahaan leasing. Dengan begitu 
para pengusaha tetap dapat menggunakan barang modal untuk kebutuhan 
perusahaannya meskipun tidak memilikinya. Apabila para pengusaha ingin 
membeli barang modal tersebut, mereka hanya perlu melunasi harga sisa 
dari yang telah disepakati bersama, sedangkan barang modal yang dipakai 
perusahaan tersebut ditanggung oleh leasing. Maka, perusahaan memiliki 
pilihan, apakah ingin membeli, memperpanjang, ataupun mengakhiri 
pinjaman leasing itu. 
      Perjanjian leasing ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata serta dilandaskan atas “asas kebebasan berkontrak” yang 
merupakan asas pokok hukum perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, yang bunyinya “Perjanjian yang telah 
dibuat dengan sah artinya berlaku sebagai undang-undang bagi para 
pembuatnya. Perjanjian tidak bisa ditarik lagi, terkecuali atas kesepakatan 
para pembuat perjanjian, maupun karena berbagai alasan yang oleh 
                                                             
1
 Nahrowi, “Permasalahan Hukum Pembiayaan Leasing di Indonesia”, Jurnal Cita Hukum, Vol. I 





undang-undang dinyakatakan cukup untuk itu. Perjanjian harus dilakukan 
dengan itikad yang baik.”. 
      Perjanjian kredit yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan terutama 
leasing, menganggap jaminan merupakan hal yang sangat penting karena 
diperlukan keyakinan atau kepercayaan atau kepastian bahwa debitur akan 
dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan dengan adanya sesuatu 
yang diserahkan debitur kepada kreditur. Disamping itu hal yang belum 
cukup dipahami yaitu mengenai wanprestasi, namun yang diketahui debitur 
jika mereka tidak mampu memenuhi prestasi tersebut, maka mobilnya akan 
diambil kembali oleh kreditur. 
      Ada dua jenis jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan 
kebendaan. Salah satu yang dikenal dalam hukum positif mengenai jaminan 
kebendaan yaitu jaminan fidusia. Masyarakat bisnis banyak menggunakan 
jaminan fidusia yang merupakan jaminan atas benda bergerak.
2
 
      Tidak hanya itu, perusahaan-perusahaan pembiayaan juga 
menggunakan jaminan fidusia. Undang-Undang yang mengatur mengenai 
jaminan fidusia yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 
Jaminan Fidusia, yang dalam Pasal 1 ditulis: 
      “Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda 
berdasar kepercayaan dengan aturan bahwa benda yang hak 
kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda 
tersebut.”. 
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      Jaminan fidusia adalah suatu hak jaminan atas benda bergerak baik 
berwujud ataupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak terutama 
bangunan yang terbebas dari hak tanggungan seperti yang telah tertera 
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 
yang dikuasai oleh Pemberi Fidusia, sebagai jaminan atas pelunasan utang, 
dan Penerima Fidusia diberikan kedudukan yang utama terhhadap kreditur 
lainnya. Hak menerima sebuah pembayaran disebut piutang, sedangkan 
benda merupakan sesuatu yang dapat dialihkan serta dimiliki, yang tidak 
berwujud ataupun yang berwujud, yang tidak terdaftar ataupun yang telah 
terdaftar, yang tidak dapat bergerak ataupun yang dapat bergerak, yang 
tidak bisa dibebani oleh hak tanggungan maupun hipotek. 
      Problematika yang biasa muncul yaitu adanya sebuah kelalaian dari 
debitur yang tidak mengembalikan uang pinjaman sesuai dengan waktu 
yang telah disepakati bersama. Hal tersebut membuat kreditur khawatir dan 
merasa tidak aman, sehingga untuk mendapat sebuah kepastian uangnya 
kembali, kreditur akan meminta debitur untuk mengadakan perjanjian 
tambahan, agar lebih menjamin debitur dalam pelunasan uang yang 
dipinjamnya sesuai dengan masa yang disepakati bersama antara kreditur 
dengan debitur. Setiap terjadi pembelian kredit harus menyertakan sebuah 
barang jaminan untuk antisipasi kejadian yang tidak diinginkan, seperti 
pengembalian kredit yag macet serta wanprestasi.
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      Salah satu perusahaan perkreditan di Solo yang bergerak dalam 
pembiayaan untuk mobil adalah BRI MULTIFINANCE. Perusahaan 
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tersebut merupakan perusahaan pembiayaan di luar bank dan lembaga 
keuangan bukan bank, yang khusus bergerak di bidang penyediaan dana, 
untuk digunakan masyarakat dalam menjalankan usahanya. 
      BRI MULTIFINANCE akan menyediakan dana untuk pembelian mobil 
oleh konsumen, yang kemudian konsumen membayar secara bertahap pada 
BRI MULTIFINANCE. 
      Berdasarakan uraian diatas, Penulis tertarik membuat suatu penelitian 
dengan judul “JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI SYARAT DALAM 
PEMBERIANKREDIT DI BRI MULTIFINANCE”. 
 
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 
1. Pembatasan Masalah 
      Ruang lingkup dan objek dalam suatu penelitian harus dibatasi, hal 
ini bertujuan agar penelitian mengarah pada pembahasan yang 
diharapkan, fokus pada rencana yang telah disusun dan tidak 
menimbulkan kekeliruan oleh pembaca. Penelitian ini akan dibatasi 
pada pelaksanaan jaminan fidusia dalam pemberian kredit di BRI 
Multifinance. 
2. Rumusan Masalah 
      Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pembatasan dan 
rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya 
adalah sebagai berikut : 
1) Bagaimana hubungan dan tanggung jawab hukum antara para pihak 





2) Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit yang didasari jaminan 
fidusia? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan hal-hal yang telah ditulis dalam rumusan masalah, 
penelitian ini memiliki tujuan yang diharapkan dapat tercapai, yakni 
sebagai berikut : 
1) Untuk mengatahui hubungan dan tanggung jawab hukum antara 
para pihak dalam pemberian kredit. 
2) Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit yang didasari 
jaminan fidusia. 
2. Manfaat Penelitian 
Dalam penyusunan penelitian ini sangat diharapkan mampu 
memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, adapun 
manfaat dari penyusunan penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut 
pandang, yakni: 
1) Manfaat dalam sudut pandang Teoritis 
      Dengan disusunnya penelitian ini diharapkan mampu 
berdedikasi dalam memberikan dampak positif dan manfaat yang 
besar bagi para pembaca terutama terhadap ilmu pengetahuan di 






2) Manfaat dalam sudut pandang Praktis 
      Hasil dari penelitian yang disusun ini sangat diharapkan 
mampu memberikan jawaban atas apa masalah yang diteliti dalam 
penelitian ini, sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan dalam 
menimbang suatu solusi dari sebuah permasalahan yang berkaitan 
dengan perjanjian kredit dan jaminan fidusia. Selain itu, penulis 
juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak, 
beberapa diantaranya yakni : 
a. Manfaat bagi Penulis 
      Sebagai pengenyam pendidikan dalam perguruan tinggi, 
penelitian ini membantu dalam penerapan ilmu pengetahuan 
yang didapatkan mengenai hubungan dan tanggung jawab 
hukum para pihak serta realita pelaksanaan jaminan fidusia 
dalam pemberian kredit. 
b. Manfaat bagi Masyarakat 
      Dengan disusunnya penelitian ini diharapkan mampu 
memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan menambah 
edukasi mengenai jaminan fidusia dalam pemberian kredit. 
c. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan Hukum 
      Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu berkontribusi 
dalam ilmu pengetahuan hukum khususnya bidang perdata 








Dari topik yang telah dibahas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan 
adalah sebagai berikut : 
1. Hubungan hukum dan tanggung jawab hukum antara para pihak dalam 
pemberian kredit dalam hal ini merupakan hubungan dan tanggung 
jawab hukum antara kreditur / pemberi kredit yakni perusahaan leasing 
BRI Multifinance / lessor dengan debitur / penerima kredit yaitu 
nasabah leasing / lesse. 
2. Pelaksanaan pemberian kredit yang didasari jaminan fidusia di BRI 
Multifinance merupakan hal yang tidak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
 
E. Kerangka Pemikiran 
      Kerangka pemikiran berisi penjelasan mengenai konsep maupun teori 
yang diambil dari berbagai referensi untuk  memberi panduan dan 
mengarahkan peneliti agar mampu memahami masalah dalam penelitian 
serta mampu menganalisis hasil penelitian.
4
 Secara rinci kerangka 
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Gambar 1.  Kerangka Pemikiran 
 
      Kerangka pemikiran yang tersusun dalam bentuk bagan diatas 
menjelaskan bahwa hal yang menjadi dasar pelaksanaan jaminan fidusia 
yaitu terjadinya perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur 
dengan kreditur. Kemudian timbulah jaminan fidusia. Dengan begitu 
dibuatlah akta jaminan fidusia oleh Notaris, lalu dilakukan pendaftaran 
jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia. Perjanjian yang mengikat 












Pembuatan Akta oleh Notaris dan 
Pendaftaran Jaminan Fidusia 
 
 
Hubungan dan tanggung jawab hukum antara Debitur 
dengan Kreditur dalam pelaksanaan jaminan fidusia 
dalam pemberian kredit 
 






jawab hukum antara kedua belah pihak. Jika dilihat dari terjadinya jaminan 
fidusia dalam pemberian kredit ini, seharusnya terlaksana pula di BRI 
Multifinance selaku kreditur dengan jaminan fidusia dalam memberikan 
kredit pada nasabah selaku debitur. 
 
F. Metode Penelitian 
      Metode penelitian yakni penunjuk bagi seseorang dalam melakukan 
sesuatu maupun cara yang didasarkan dari suatu pikiran tertentu dan 
sistematika agar suatu masalah yang bersifat ilmiah mampu terpecahkan 
dengan tepat.
5
 Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode 
penelitian sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
      Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah 
deskriptif, agar mampu memberikan penjelasan secara sistematis, teliti 
dan menyeluruh mengenai jaminan fidusia dalam pemberian kredit. 
2. Metode Pendekatan 
      Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu 
yuridis empiris, dalam hal ini penulis memadukan antara norma hukum 
(das sollen) dengan implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat 
(das sein), maka penulis perlu mencari data langsung ke lapangan, 
melihat langsung kenyataan yang terjadi di masyarakat mengenai objek 
yang dikaji dalam penelitian ini. Selain menggunakan data primer, 
penulis juga memerlukan data sekunder untuk mendukung penelitian 
                                                             
5
 Khuzdaifah Dimyati & Kelik Wardiono, 2008, Metode Penelitian Hukum, Fakultas Hukum: 






3. Lokasi Penelitian 
      Penelitian ini dilakukan di Kantor BRI Multifinance Indonesia 
Kantor Pemasaran Solo yang berkedudukan Kawasan Terpadu The 
Park Blok C 17, Office Park, Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan 
Madegondo Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. 
4. Sumber Data 
      Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1) Penelitian Lapangan 
      Data Primer merupakan data yang langsung diperoleh melalui 
sumber utama.
6
 Penelitian ini dilakukan dengan meneliti langsung 
ke lapangan. 
a. Lokasi Penelitian 
      Penelitian ini dilakukan di BRI Multifinance Indonesia 
Kantor Pemasaran Solo yang beralamatkan di Kawasan 
Terpadu The Park Blok C 17, Office Park, Jalan Ir. Soekarno, 
Kelurahan Madegondo Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. 
b. Subjek Penelitian 
      Dalam penulisan penelitian ini, subjek yang diteliti 
merupakan pihak terkait dari BRI Multifinance, khususnya 
karyawan yang bekerja disana. 
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2) Penelitian Kepustakaan 
      Data sekunder didapatkan melalui bahan-bahan hukum sebagai 
berikut : 
a. Bahan Hukum Primer 
      Bahan hukum primer merupakan bahan yang berkaitan 
dengan permasalahan yang diteliti, meliputi : 
a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 
1999 tentang Jaminan Fidusia 
c) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang 
Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya 
Pembuatan Akta Jaminan Fidusia 
b. Bahan Hukum Sekunder 
      Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang digunakan 
dalam rangka melengkapi dan mejelaskan mengenai bahan 
hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam menyusun 
penelitian ini. Bahan yang digunakan berupa bahan hukum 
yang berasal dari buku-buku bacaan maupun literatur, 
dokumen-dokumen, serta hasil dari penelitian-penelitian hukum 
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam 
penelitian ini. 
c. Bahan Hukum Tersier 
      Bahan hukum tersier digunakan penulis agar dapat lebih 





bahan yang berasal dari internet, kamus, dan sebagainya.
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5. Metode Pengumpulan Data 
      Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) 
metode pengumpulan data, yakni : 
1) Studi Kepustakaan 
      Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan sangat 
penting untuk mendapatkan data sekunder yang digunakan dalam 
penulisan ini. Metode ini dilakukan dengan menghimpun, 
membaca, mencari, serta mengumpulkan dokumen-dokumen dan 




2) Penelitian Lapangan 
      Penelitian lapangan artinya penulis memilih langsung terjun ke 
lapangan guna memperoleh data primer
9
, yaitu dengan cara 
melakukan tanya jawab atau wawancara antara pewawancara 
dengan narasumber, dalam hal ini yaitu penulis dengan karyawan 
BRI Multifinance.  
6. Metode Analisis Data 
      Penulis menggunakan metode analisis data berupa kualitatif, yang 
dalam pengertiannya suatu bahasan yang diperoleh melalui 
penggabungan antara penelitian lapangan dengan studi kepustakaan 
kemudian ditafsirkan dan didiskusikan terhadap data primer yang 
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G. Sistematika Skripsi 
      Dalam penyusunan skripsi ini, dapat digambarkan dan dipermudah 
dengan uraian sistematika skripsi seperti dibawah ini : 
BAB I PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang  
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah  
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
D. Hipotesis  
E. Kerangka Pemikiran  
F. Metode Penelitian  
G. Sistematika Skripsi  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
A. Tinjauan Umum tentang BRI MULTIFINANCE  
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian  
1. Pengertian Perjanjian  
2. Subjek dan Objek Perjanjian  
3. Asas – Asas Perjanjian  
4. Syarat Sah Perjanjian  
5. Akibat Perjanjian  
6. Berakhirnya Perjanjian  
C. Tinjauan Umum tentang Kredit dan Perjanjian Kredit  
1. Pengertian Kredit  
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2. Unsur-Unsur Kredit  
3. Jenis-Jenis Kredit  
4. Pengertian Perjanjian Kredit  
5. Berakhirnya Perjanjian Kredit  
D. Tinjauan Umum tentang Fidusia dan Jaminan Fidusia  
1. Pengertian Fidusia  
2. Pengertian Jaminan Fidusia  
3. Sifat Jaminan Fidusia  
4. Biaya Pembuatan Sertifikat Jaminan Fidusia  
5. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia  
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN  
A. Hasil Penelitian  
1. Hubungan Dan Tanggung Jawab Hukum Antara Para Pihak 
Dalam Pemberian Kredit di BRI Multifinance  
2. Pelaksanaan Pemberian Kredit Yang Didasari Jaminan 
Fidusia di BRI Multifinance  
B. Pembahasan  
1. Hubungan Dan Tanggung Jawab Hukum Antara Para Pihak 
Dalam Pemberian Kredit  
2. Pelaksanaan Pemberian Kredit Yang Didasari Jaminan 
Fidusia  
BAB IV PENUTUP  
A. Kesimpulan  
B. Saran  
DAFTAR PUSTAKA 
